
Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 Desember 2024 

218 

 

 

PENGHAPUS PIDANA PADA KEALPAAN MEDIK OLEH TENAGA 

KESEHATAN 

 
1 Maulana Aditya Pratama, 2 Muhammad Nasser, 3 Ahmad Jaeni 

1,2,3 Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer  

Email: Maulanaadityapratama91@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Kealpaan medik merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang seharusnya dilakukan, tidak adanya penghati-hatian, penduga-duga. Kealpaan 

tersirat sifat sembrono atau sembarangan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sengketa 

hukum dalam pelayanan kesehatan menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang harus 

diterima oleh tenaga kesehatan. Penghapus pidana merupakan perbuatan yang dihilangkan sifat 

perbuatan melawan hukumnya dikarenakan adanya kepentingan yang lebih besar. Mengapa 

kealpaan medik patut memperoleh penghapus pidana pada tenaga kesehatan dan bagaimana 

kepastian hukum dalam penghapus pidana pada kealpaan tenaga kesehatan di rumah sakit 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghapus pidana yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan. Metode penilitian ini menggunakan yuridis normatif menggunakan metode penelitian 

studi literatur dengan menggunakan studi kepustakaan. Penghapus pidana mengemukakan 

“alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat 

dipidanannya seseorang berdasarkan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang 

terletak pada diri orang tersebut, dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 

terletak diluar dari diri orang tersebut. Penghapus pidana terdapat dalam KUHPidana pada Tenaga 

Kesehatan pada pasal 48 keadaan darurat, Pasal 50 melaksanakan perintah undang-undang, dan 

pasal 51 menjalankan perintah jabatan. Penghapus pidana diluar KUHPidana terdapat pada izin 

dan perintah jabatansebagai alasan pembenar. Penghapus pidana pada kealpaan medik oleh 

Tenaga kesehatan dapat berupa adanya resiko medik, kecelakaan medik, kekeliruan penilaian 

klinis, volunti nonfit iniura dan adanya kealpaan kontributor. Kepastian hukum pada kealpaan 

medik oleh Tenaga Kesejatan di Rumah sakit terdapat pada pasal 193 undang-undang nomor 17 

tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban kealpaan medik oleh Tenaga Kesehatan 

haruslah dibuktikan. Pembuktian secara terbalik, perbuatan yang tidak sesuai standar pelayanan, 

standar profesi, standar prosedur operasional dan tidak adanya kontribusi kealpaan yang 

dilakukkan pasien atau keluarga pasien sehingga timbul akibat luka berat atau kematian yang 

disebabkan langsung oleh Tenaga Kesehatan sehingga dapat dikatakan kealpaan medik. 

Kata kunci: Penghapus Pidana; Kealpaan Medik; Tenaga Kesehatan 

 

ABSTRACT 

Health workers are legal subjects in health procedures. Medical negligence is an action that should 

not be done or not doing something that should be done, without being careful or guessing. 

Negligence implies carelessness or carelessness which constitutes an unlawful act. Legal disputes 

in health services give rise to criminal liability that must be accepted by health workers. An 

abolition of a crime is an act whose illegal nature is removed due to the presence of a greater 

interest. Why is it appropriate for medical negligence to remove criminal penalties for health 

workers and what is the legal certainty in eliminating penalties for negligence of health workers in 

hospitals. This research aims to find out the abolition of criminal penalties committed by health 

workers. This research method uses normative juridical research methods using literature studies 

using library studies. Criminal abolitionists state that "the reasons why a person cannot be held 

accountable or the reasons why a person cannot be punished are based on the reasons for a 

person's irresponsibility which lie within that person, and the reasons for a person's irresponsibility 

lie outside of that person." Criminal abolition is found in the Criminal Code for Health Workers in 

Article 48 in emergency situations, Article 50 is carrying out statutory orders, and Article 51 is 
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carrying out office orders. Criminal abolition outside the Criminal Code is found in permits and 

office orders as justification. Criminal penalties for medical negligence by health workers can be 

in the form of medical risks, medical accidents, errors in clinical judgment, voluntary non-

compliance and contributory negligence. Legal certainty regarding medical negligence by medical 

personnel in hospitals is contained in article 193 of law number 17 of 2023 concerning Health. 

Liability for medical negligence by Health Workers must be proven. Proof in reverse, actions that 

do not comply with service standards, professional standards, standard operational procedures 

and there is no contribution of negligence by the patient or the patient's family so that it results 

from serious injuries or death caused directly by Health Workers so that it can be said to be medical 

negligence. 

Keywords: Criminal Abolition; Medical Negligence; Health Workers 

 

A. Pendahuluan 
Dalam  pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa 

Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa 

Indonesia dalam perlindungan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 

keempat yang berbunyi “melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.1 

Pasal 28 H ayat 1Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”. 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu kondisi yang 

diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2023 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa “kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik 

secara fisik, jiwa, maupun social dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk 

memungkinkanya hidup produktif”. 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 4 ayat 1 

huruf (c) “setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 

terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya". 

Seorang tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran dapat saja dituntut dalam 

pengadilan, misalnya dalam hukum ada pengadilan perdata, pengadilan pidana, dan pengadilan 

administrasif. Selain itu juga tenaga kesehatan juga dapat diperhadapkan pada pengadilan etik 

pada organisasi profesi dan pengadilan disiplin oleh masing-masing organisasi profesi.2 

Pada kasus kealpaan medik di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang pada tanggal 3 

februari 2023 dimana seorang petugas perawat melakukkan perbuatan kealpaan. Peristiwa itu 

bermula ketika DA berupaya memperbaiki infus pada bayi karena mampat. Namun, karena 

perban melekat dengan tangan bayi sehingga perban dibuka dengan menggunakan gunting. 

Karena bayi terus bergerak akhirnya terjadilah peristiwa naas itu 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Mulyanto, B. (2016). Penegakan Hukum Akibat Kelalaian Apoteker Dalam Menjalankan Pekerjaan 

Kefarmasian Di Puskesmas Kabupaten Banyumas. Jurnal Idea Hukum, 2(2). 
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Putusan PN KOTABUMI Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Kbu Tanggal 19 Desember 2019 

atas nama Jumraini seorang perawat yang di Putusan PN KOTABUMI Nomor 

109/Pid.Sus/2019/PN Kbu divonis pidana denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) 

karena dinilai telah melakukkan kealpaan. 

Dalam adanya sengketa medik tidak jarang Tenaga Kesehatan sebagai pemberi layanan 

digugat secara pidana karena adanya suatu akibat yang disebabkan adanya suatu kealpaan. 

Kealpaan tersebut sehingga dapat juga dimintai pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban 

pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seharusnya dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan 

aturan yang berlaku sehingga pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan dapat benar-benar dipertanggungjawabkan secara semestinya berdasarkan ketentuan 

aturan yang berlaku. 

Dalam peradilan hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi 

hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Tenaga Kesehatan yang diajukan 

kepengadilan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang dinamakan kealpaan. 

Ketentuan aturan pidana juga mengatur adanya alasan penghapus pidana yang ditunjukan kepada 

hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan 

delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dalam penegakan 

hukum menjadikan penentuan apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku sehingga 

pelaku dapat terbebas atau terlepas dari tuntutan pidana dengan adanya ketentutan penghapusan 

pidana.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan 

permasalahan adalah: 

1. Bagaimana lkealpaan  lmedik  lpatut  lmemperoleh  lpenghapus  lpidana  lpada  ltenaga  

lkesehatan? 

2. Bagaimana lkepastian  lhukum  ldalam  lpenghapus  lpidana  lpada  lkealpaan  ltenaga  

lkesehatan  ldi  lrumah  lsakit? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis konsep penghapusan pidana pada kasus kealpaan medik yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. 

2. Mengkaji faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam penghapusan 

pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan medik. 

D. Metode Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan atau cara yang bertujuan penelitian tersebut, berjalan dengan 
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baik, maka berjalannya dengan baik pada penelitian ini berasal dari pemikiran dalam 

mengungkapkan gagasan, serta pada saatnya nanti memberikan keilmuan baru pada pembaca 

selanjutnya. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian 

literatur terkait penghapusan pidana dalam kasus kealpaan medik oleh tenaga kesehatan. 

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis norma 

hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Data diperoleh dari bahan hukum 

primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, serta 

hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan 

kesimpulan berdasarkan asas-asas hukum. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan, dan regulasi lain yang berkaitan dengan hukum pidana serta 

praktik medis. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, 

dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas kealpaan medik dan penghapusan 

pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan 

panduan akademik digunakan untuk melengkapi dan mendukung pemahaman konsep 

hukum yang dibahas. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 

mengumpulkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang 

relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel, serta bahan 

hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang diperoleh dianalisis 

secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait penghapusan 

pidana dalam kasus kealpaan medik oleh tenaga kesehatan. 

E. Hasil dan Pembahasan 

1. Bagaimana lkealpaan  lmedik  lpatut  lmemperoleh  lpenghapus  lpidana  lpada  ltenaga  

lkesehatan 

Kealpaan  medik adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang Tenaga Medis atau Tenaga 

Kesehatan tanpa kehati-hatian sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang Tenaga 

medis atau Tenaga Kesehatan dalam menjalankan kewajibannya agar pasien yang menjadi 
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tanggung jawabnya terhindar dari cedera atau kematian sebagai akibat langsung dari tindakan 

yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bersangkutan3. 

Seseorang dikatakan telah berbuat kelalaian (kealpaan) apabila ia melakukan suatu 

tindakan yang sehatusnya tidak dilakukan atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar dan hati-hati (reasonable 

man). Di dalam arti kelalaian sudah tersirat sifat sembrono atau sembarangan (heedlessness or 

carelessness) yang merupakan tindakan yang menyimpang dari tolok ukur yang secara umum 

biasanya dapat diharapkan terhadap setiap anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang wajar 

dalam melakukan suatu tindakan akan selalu menjaga agar jangan sampai mencelakakan sesama 

manusia. Kelalaian juga bisa terjadi walaupun seorang dokter sudah memperhitungkan akibat dari 

tindakannya dan juga telah mempertimbangkan sebaik-baiknya, namun ia lalai atau tidak 

menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu risiko yang bisa menimbulkan bahaya terhadap 

pasiennya”. 

Kealpaan medik pada perbuatan oleh tenaga Kesehatan merupakan perbuatan yang 

dilakukan oleh orang yang mempunyai kapabilitas, kualitas serta kondisi kejiwaan yang sangat 

normal4, maka tenaga kesehatan dalam melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar 

yang telah ditentukkan maka dapat dituntut pertanggungjawabn sesuai dengan ketentuan aturan 

yang berlaku. 

Pertanggungjawaban pidana pada kealpaan medik memiliki unsur kesalahan berupa 

kealpaan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang menentukkan adanya 

pertanggungjawaban pidana medik. Asas ini menjelaskan bahwa tidak setiap orang yang 

melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana. Hal ini sesuai dengan pandangan dualistik 

oleh pandangan Moeljatno. 

Adanya pandangan pertanggungjawaban secara mutlak atau strict liability dimana adanya 

alasan bahwa orang yang telah melakukkan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak 

harus atau belum tentu dipidana.. Mengenai pandangan tersebut tentang adanya kealpaan medik 

oleh tenaga Kesehatan meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan undang-undang, tetepi 

tenaga Kesehatan tidak melakukan perbuatan yang melanggar etik, sehingga tenaga Kesehatan 

dalam perbuatanya tidak dapat dituntut pertanggungjawaban hukum.  

Dalam adanya pertanggungjawaban pidana kealpaan medik diatur secara khusus. 

Kekhususan tersebut berdasarkan lex specialis lex generalis derogate yang berati adanya 

ketentuan yang khusus menyampingkan adanya kepentingan yang lebih umumTenaga Kersehatan 

merupakan suatu profesi yang memiliki pengaturan secara khusus yang terdapat pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang didalamnya 

 
3 Sutan Remy S, hukum Kesehatan Tentang Hukum Malaparaktik Tenaga Medis, Jilid 1, (Bogor: IPB Press, 

2020), hlm. 63. 
4 Muntaha, Op Cit. hlm.101. 
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mengatur tentang kealpaan medik. 

Aturan  ladanya  lperbuatan  lkealpaan  lmedik  loleh  ltenaga  lKesehatan  ldapat  ldilihat  

lpada  lpasal  l440  layat  l1  lUndang-Undang  lRepublik  lIndonesia  lTahun  l2023  ltentang  

lKesehatan  ldisebutkan  l“Setiap  lTenaga  lMedis  latau  lTenaga  lKesehatan  lyang  lmelakukkan  

lkealpaan  lyang  lmengakibatkan  lpasien  lluka  lberat  ldipidana  ldengan  lpidana  lpenjara  

lpaling  llama  l3(tiga)  ltahun  latau  lpidana  ldenda  lpaling  lbanyak  lRp.250.000.000,00  l(dua  

lratus  llima  lpuluh  ljuta  lrupiah)5. 

Sedangkan  lpada  layat  l2  ldisebutkan  l“Jika  lkealpaan  lsebagaimana  ldimaksud  lpada  

layat  l(1)  lmengakibatkan  lkematian,  lsetiap  lTenaga  lMedis  latau  lTenaga  lKesehatan  

ldipidana  ldengan  lpidana  lpenjara  lpaling  llama  l5  l(lima)  ltahun  latau  lpidana  ldenda  

lpaling  lbanyak  lRp.  l500.000.000  l(lima  lratus  ljuta  lrupiah) 

Adanya  lpengetahuan  ldan  lketerampilan  lmelalui  lPendidikan  ltingggi  lmerupakan  

ladanya  lkualifikasi  lseorang  ldisebut  lsebagai  ltenaga  lKesehatan  ldibuktikan  ladanya  

lijazah,  lSTR  ldan  lSIP  lsebagai  llandasan  ladanya  lpendelegasian  lwewenang  luntuk  

lmelakukan  lperbuatan  latau  ltindakan  lpelayanan  lKesehatan. 

Tenaga  lKesehatan  lbukanlah  lseorang  lhomo  leconomicus  ltetapi  lhomo  lmedicus.  

lArtinya  lTenaga  lKesehatan  ltidak  lboleh  lmendahulukan  lpertimbangan  lfinansial  ldalam  

lmelaksanakan  ltugas  ldan  ltanggungjawabnya  lmelayani  lpasien.  lArtinya,  lTenaga  

lKesehatan  lwajib  lmengedepankan  lpertimbangan  lkemanusiaan  ldemi  lmemulihkan  

lkesehatan  lpasien  lyang  lsakit  lagar  lsembuh  lkembali  lsehingga  ldapat  lmenjalankan  

laktifitas  lnormalnya. 

Perbuatan  latau  ltindakan  lkealpaan  lyang  ldimaksud  ldalam  lpasal  l440  lmerupakan  

lperbuatan  ldalam  lbentuk  lkealpaan.  lKealpaan  ltersebut  ldapat  lbentuk  lmelakukan  latau  

lkomisi  lmapun  ltidak  lberbuat  latau  lomisi.  lPerbuatan  lyang  ldimaksud  lmerupakan  

lperbuatan  lyang  lsesuai  ldengan  lstandar.  lStandar  lyang  ldimaksud  lmerupakan  lstandar  

lyang  lbersumber  ldari  lStandar  lPelayanan,  lstandar  lProfesi  ldan  lStandar  lProsedur  

loperasional.  lSelain  ladanya  lstandar  ljuga  ladanya  lsuatu  lperbuatan  lyang  ldiulang  lyang  

lmembuat  ltimbulnya  lsuatu  lakibat  lyang  lsama  latau  llebih  lburuk. 

Dalam  ladanya  lakibat  lluka  lberat  lyang  lhanya  ldapat  ldipidana  lsedangjan  ljika  

ltimbulnya  lakibat  ltetapi  lringan  lmaka  ltidak  lmemenuhi  lunsur  lakibat  lkarena  lkealpaan.  

lSedangkan  lyang  lmengakibatkan  lkematian  lpada  layat  l(2)  lmerupakan  lakibat  lyang  

lsecara  lprinsip  lmemiliki  lhubungan  lkausalitas  lantara  lperbuatan  llangsung  ldengan  lakibat  

lsehingga  lbukanlah  lsuatu  lresiko  lmedik  latau  lkecelakaan  lmedik. 

Ancaman  lpidana  lpada  lkealpaan  lmedik  loleh  ltenaga  lKesehatan  ljuga  lmemiliki  

lancaman  lyang  lberbeda  ljika  lmengakibatkan  lluka  lberat  lmaka  lhukumannya  llebih  

 
5

  lPasal  l440  layat  l(1)  ldan  layat  l(2)  lUndang-Undang  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l17  lTahun  l2023  lTentang  

lKesehatan. 
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lringan  ldibandingkan  lyang  lmengakibatkan  lkematian.  lPada  layat  l(1)  lpidana  lpenjara  

lpaling  llama  l3  ltahun  ldan  lpidana  ldenda  lRp.250.000.0000,  lsedangkan  lpada  layat  l(2)  

lpidana  lpenjara  lpaling  llama  l5  ltahun  ldan  lpidana  ldenda  lRp.500.000.000. 

Kelalaian  l(kealpaan)  lmedik  lmerupakan  lsikap  lTenaga  lkesehatan  lyang  lkurang  

lhati-hati  ldalam  lmempergunakan  ltingkat  lketrampilan  ldan  lilmu  lpengetahuan  lyang  

llazim  ldipergunakan  ldalam  lmengobati  lpasien  latau  lorang  lterluka  lmenurut  lukuran  

llingkungan  lyang  lsama.  lKelalaian  lbukanlah  lsuatu  lpelanggaran  lhukum  ljika  ltidak  

lmembawa  lcidera  latau  lkerugian  lpada  lpasien,  lsesuai  lprinsip  l“De  lminimis  lnon  lcurat  

llex”,  lnamun  lprinsip  litu  ldapat  ldikesampingkan  ljika;  l“bertentangan  ldengan  lhukum,  

lakibat  lperbuatannya  ldapat  ldibayangkan,  lakibat  lperbuatannya  ldapat  ldihindari  ldan  

lperbuatannya  ldapat  ldipersalahkan”6. 

Res  lIpsa  lLoquitor  lditerjemahkan  ldalam  lBahasa  lIndonesia  ldengan  l“benda  lyang  

lberbicara”,  lDengan  ldemikian  ldoktrin  lini  lhanya  lberlaku  lpada  lkasus  lbentuk  

lnegligence.  l  lDoktrin  lini  ladalah  lpresumsi  lyang  ldapat  ldipatahkan  loleh  lbukti  

lsebaliknya,  lyang  lmenyatakkan  lbahwa  lkecuali  ljika  lpelaku  ldapat  lmembuktikkan  

lsebaliknya,  lpihak  lpelaku  lperbuatan  lkealpaan.  lTujuan  lpembuktian,  lsebenarnya  ldoktrin  

lini  ltidak  lbertujuan  luntuk  lmencapai  lkeadalian,  ldimana  lpihak  lkorban  ldari  lperbuatan  

lmelawan  lhukum  ldalam  lkasus-kasus  ltertentu  lsangat  lsulit  luntuk  lmembuktikkan  ladanya  

lunsur  lkealpaan,  lseperti  lberbagai  lkasus  lmedical  ldi  lIndonesia7 

Dalam  ladanya  lkealpaan  lmedik  loleh  ltenaga  lKesehatan,  lpertanggungjawabnya  

ljuga  ldiatuir  lsecara  lkoorporasi  ldimana  ldiatur  lpada  lpasal  l193  lUndang-Undang  

lRepublik  lIndonesia  lNomor  l17  lTahun  l2023  lTentang  lKesehatan  ldisebutkan  l“rumah  

lsakit  lbertanggung  ljawab  lsecara  lhukum  lterhadap  lsemua  lkerugian  lyang  lditimbulkan  

latas  lkelalaian  lyang  ldilakukkan  loleh  lSumber  lDaya  lManusia  lKesehatan  lRumah  lsakit”. 

Dalam  lkealpaan  lmedik.  lPenyelesaian  lsdengketa  lmedik  lharuslah  ldiselesaikan  

ldengan  ladanya  lrestorative  ljustice  latau  lpenyelesaina  lsengketa  lnon  llitigasi  lbaik  lsecara  

lnegoisasi,  lmediasi  ldan  larbitrasi.  lKetentuan  ltersebut  ltertuang  lpada  lpasal  l310  

ldisebutkan  l“Dalam  lhal  lTenaga  lMedis  latau  lTenaga  lKesehatan  ldiduga  lmelakukan  

lkesalahan  ldalam  lmenjalankan  lprofesinya  lyang  lmenyebabkan  lkerugian  lkepada  lpasien,  

lperselisihan  lyang  ltimbul  lakibat  lkesalahan  ltersebut  ldiselesaikan  lterlebih  ldahulu  

lmelalui  lalternatif  lpenyelesaian  lsengketa  ldiluar  lpengadilan” 

Jika  ltidak  ladanya  lkegagalan  ldalam  lpenyelesaian  lsengketa  ldiluar  lpengadilan.  

lPihak  lyang  ldirugikan  ljuga  ltidak  ldapat  lserta  lmerta  lmelakukan  lpelaporan  lpidana  

lkepada  lapparat  lpenegak  lhukum.  lSebelum  ladanya  lrekomendasi  ldari  lmajelis  

 
6

  lHendrojono  lSoewono,  lBatas  lPertanggugjawaban  lHukum  lMalpraktek  lDokter  ldalam  lTransaksi  

lTerapeutik,  l(Surabaya:  lPenerbit  lSrikandi,2007),  lhlm.185. 
7

  lMoeljatno,  lLog  lCit.  lhlm.  l191 
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lkehormatan  lberdasarkan  lpasal  l308.  lRekomendasi  ltersebuut  ldiberikan  loleh  lmajelis  

ldiberikan  lkepada  lpenyidik  lPegawai  lNegeri  lsipil  latau  lpenyidik  lKepolisian  lRepublik  

lIndonesia.  lRekomendasi  ltersebut  lberupa  lrekomendasi  ldapat  latau  ltidak  ldapat  

ldilakukkan  lpenyidikkan  lkarena  lpelaksanaan  lpraktik  lprofesi  lyang  ldilakukkan  loleh  

ltenaga  lKesehatan  lsesuai  latau  ltidak  lsesuai  ldengan  lstandar  lprofesi,  lstandar  lpelayanan  

ldan  lstandar  loperasional  loperasional. 

Kewenangan  lmajelis  ltersebut  lyang  ldapat  lmenentukkan  lbahwa  ljika  ltidak  

lditemukkan  lsuatu  lkealpaan  lmedik  lhal  ltersebut  ldapat  ljuga  ldigolongkan  lsebagai  lsuatu  

lresiko  lmedik  lataupun  lkecelakaan  lmedik. 

Dalam  lresiko  lmedik  lakibat  lyang  lditimbulkan  lmerupakan  lakibat  lyang  lsama  

ldengan  lkealpaan  lmedik  lyang  lmembedakan  ladalah  lpada  lperbuatan  lkealpaan  lmedik  

lperbuatan  ltersebut  lmelanggar  ldari  lstandar  ldan  lmemiliki  lhubungan  llangsung  ldari  

lpelanggaran  lstandar  lkepada  lakibat  lyang  lditimbulkan. 

Sedangakan  lpada  lresiko  lmedi  ldan  lkecelakaan  lmedik,  lakibat  lyang  lditimbulkan  

lsama  ldengan  lkealpaan  lmedik  ltetapi  lperbuatan  ltersebut  lsudah  lmemenuhi  lstandar,  

ltidak  lditemukkan  lkesalahan  latau  lpenyimpangan,  ltetapi  ladanya  lhal  lyang  ldiluar  

lkemampuan  ldari  ltenaga  lKesehatan  lsehingga  ltimbulnya  lsuatu  lakibat.  

 

2. Bagaimana lkepastian  lhukum  ldalam  lpenghapus  lpidana  lpada  lkealpaan  

ltenaga  lkesehatan  ldi  lrumah  lsakit 

Kasus Agus dan Novi tidak hanya menyentuh ranah hukum pidana dan perdata, tetapi 

juga membawa implikasi penting dalam perspektif hukum administrasi. Hukum administrasi 

negara mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya pengawasan 

terhadap yayasan atau lembaga yang bertugas mengelola dana donasi publik. 

Hukum  lmenurut  lUtrecht  ladalah  lhimpunan  lperaturan-peraturan  l(perintah-perintah  

ldan  llarangan-  llarangan)  lyang  lmengurus  ltat  ltertib  lsuatu  lmasyarakat  ldan  lkarena  litu  

lharus  lditaati  loleh  lmasyarakat  litu8. Tujuan  ldari  lhukum  lmenjamin  ladanya  lkepastian  

lhukum  ldalam  lmasyarakat  ldan  lhukum  litu  lharus  lpula  lbersendikan  lpada  lkeadilan 

Kealpaan  lmerupakan  lbagian  ldari  lkesalahan  l(Schuld).  lKealpaan  l/  lKealalaian/  

lketidak  lhati-hatian/  lkesembronoan  ldalam  lbahasa  lInggris  ldisebut  ljuga  ldengan  

lnegligence,  lsedangkan  ldalam  lBahasa  llatin  ldisebut  ldenga  lculpa.  l  lKealpaan  lmemiliki  

lmekanisme  lpidan  lterbaik,  lmeskipun  ldapat  lmembuat  lseseorang  ldituntut  

lpertanggungjawabannya  l9. 

Kealpaan  lmedik  ladalah  ltindakan  lyang  ldilakukan  loleh  lseorang  lTenaga  lMedis  

latau  lTenaga  lKesehatan  ltanpa  lkehati-hatian  lsebagaimana  lyang  lseharusnya  ldilakukan  

 
8

  lKansil,  lPengantar  lIlmu  lHukum  ldan  lTata  lHukum  lIndonesia  l(Jakarta:  lBalai  lPustaka,  l1986).  lhlm.38. 
9

  lEddy,  lOS,  lPrinsip-Prinsip  lHukum  lpidana,  l(Yogyakarta:  lCahaya  lAtma  lpustaka,  l2016).  lhlm.  l187. 
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loleh  lseorang  lTenaga  lmedis  latau  lTenaga  lKesehatan  ldalam  lmenjalankan  lkewajibannya  

lagar  lpasien  lyang  lmenjadi  ltanggung  ljawabnya  lterhindar  ldari  lcedera  latau  lkematian  

lsebagai  lakibat  llangsung  ldari  ltindakan  lyang  ldilakukan  loleh  lTenaga  lMedis  latau  

lTenaga  lKesehatan  lyang  lbersangkutan. 

Kealpaan  lmedik  lmerupakan  lsuatu  lperbuatan  lmelawan  lhukum.  lPerbuatan  

ltersebut  ldisebutkan  ldalam  lpasal  l440  lUndang-Undang  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l17  

lTahun  l2023  lTentang  lKesehatan  ldisebutkan: 

Ayat  l(1)  l“Setiap  lTenaga  lMedis  latau  lTenaga  lKesehatan  lyang  lmelakukkan  

lkealpaan  lyang  lmengakibatkan  lpasien  lluka  lberat  ldipidana  ldengan  lpidana  

lpenjara  lpaling  llama  l3  l(tiga)  ltahun  latau  lpidana  ldenda  lpaling  lbanyak  lRp.  

l250.000.000,00(dua  lratus  llima  lpuluh  ljuta  lrupiah)” 

Ayat  l(2)  l“Jika  lkealpaan  lsebagaimana  ldimaksud  lpada  layat  l(1)  lmengakibatkan  

lkematian,  lsetiap  lTenaga  lMedis  latau  lTenaga  lKesehatan  ldipidana  ldengan  lpidana  

lpenjara  lpaling  llama  l5  l(lima)  ltahun  latau  lpidana  ldenda  lpaling  lbanyak  

lRp.500.000.000.00,00  l(lima  lratus  ljuta  lrupiah”10 

Kealpaan  lmedik  lyang  ldiduga  ldilakukan  loleh  lTenaga  lKesehatan  lharuslah  

ldibutuhkan  lsuatu  lpembuktian.  lPembuktian  ldalam  lperkara  lpidana  lberbeda  ldengan  

lpembuktian  ldalam  lperkara  loerdata  lkarena  ltujuan  lpembuktian  lpidana  ladalah  lkebenaran  

lsecara  lmateril.  lYang  ldimaksud  lkebenaran  lmateril  ldimana  lhakim  lharus  lmenunjukkan  

lbahwa  lperistiwanya  lbenar  lterbukti. 

Adanya  ldoktrin  lres  lipsa  llaquitur  lyang  lartinya  l“benda  lyang  lberbicara”  

lmeupakan  lsebagai  lkesimpulan  lyang  ldapat  lditarik  ldari  lsuatu  lfakta  lyang  lsebenarnya  

lmerupakan  lpresumsi  lbersalah  lterhadap  lpihak  lpelakunya.  lAdapun  lbeberapa  lpersyaratan  

ladanya  lkealpaan  lmedik  lharus  ldapat  lmembuktikan: 

1. Harus  lditunjukkan  lbahwa  lkejadian  ltersebut  lbiasanya  ltidak  lterjadi  ltanpa  

ladanya  lkealpaan  ldari  lpihak  lpelakunya. 

2. Harus  lditunjukkan  lpula  lbahwa  lkerugian  ltidak  likut  ldisebabkan  loleh  

ltindakan  lkorban  latau  lpihak  lketiga. 

3. Dalam  lkasus-kasus  ltertentu,  lpada  lsaat  lkejadian  linstrument  lyang  

lmenyebabkan  lkerugian  ldalam  lcontrol  lyang  leksklusif  ldari  lpihak  lyang  

ldituduh  lpelakunya 

4. Penyebab  lkealpaan  ltersebut  lharuslah  ldalam  llingkup  lkewajiban  lyang  lada  

loleh  lpelaku  lkepada  lkorban 

5. Bukan  lkesalahan  ldari  lkorban  l(tidak  lada  lkealpaan  lkontributif)11. 

Pasal  l1  layat  l(10)  lUndang-Undang  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l17  lTahun  l2023  

lTentang  lKesehatan  lRumah  lsakit  ladalah  lfasilitas  lpelayanan  lkesehatan  lyang  

lmenyelenggarakan  lpelayanan  lkesehatan  lperseorangan  lsecara  lparipurna  lmelalui  lpelayanan  

lkesehatan  lpromote,  lpreventif,  lkuratif,  lrehabilitative,  ldan/atau  lpaliatif  ldengan  

lmenyediakan  lpelayanan  lrawat  linap,  lrawat  ljalan,  ldan  lgawat  ldarurat. 

Hubungan  lRumah  lsakit  lterhadap  lTenaga  lKesehatan  ladanya  lhubungan  

lperburuhan.  lTenaga  lKesehatan  lbekerja  lsebagai  lkaryawan  ldari  lrumah  lsakit  ldan  

lmenerima  lgaji  ldari  lrumah  lsakit.  lDalam  lhal  lini,  lTenaga  lKesehatan  lbertindak  luntuk  

ldan  latas  lrumah  lsakit.  lSehingga,  lrumah  lsakit  lbertanggung  ljawab  lpenuh  lterhadap  

 
10

  lPasal  l440  layat  l(1)  ldan  l(2)  lUndang-Undang  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l17  lTahun  l2023  lTentang  

lKesehatan  l 
11

  lMuntaha,  lOp  lCit.,  lhlm.  l207. 
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lsemua  ltindakan  lTenaga  lKesehatan  ltersebut.  lHubungan  lini  lterdapat  lpada  lsemua  lrumah  

lsakit  lpemerintah  ldan  lsebagian  lkecil  lrumah  lsakit  lswasta. 

Rumah  lsakit  lsebagai  lorganisasi  lbadan  lusaha  ldi  lbidang  lkesehatan  lmempunyai  

lperanan  lpenting  ldalam  lmewujudkan  lderajat  lkesehatan  lmasyarakat  lsecara  loptimal12 

Rumah  lsakit  lmerupakan  ltempat  lbekerjanya  lpara  ltenaga  lprofesioal  lyang  

lmelaksanakan  lkegiatannya  lberdasarkan  llafal  lsumpah  ldan  lkode  letik  lprofesinya.  lOleh  

lkarena  litu  lrumah  lsakit  ldituntut  lagar  lmampu  lmengelola  lkegiatannya  ldengan  

lmengutamakan  lpada  ltanggung  ljawab  lpara  lprofesional  ldi  lbidang  lkesehatan,  lkhususnya  

ltenaga  lmedis  ldan  ltenaga  lkeperawatan  ldalam  lmenjalankan  ltugas  ldan  lkewenangannya. 

Pada  lpasal  l193  lUndang-Undang  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l17  lTahun  l2023  

lTentang  lKesehatan  ldisebutkan  l“Rumah  lSakit  lbertanggung  ljawab  lsecara  lhukum  

lterhadap  lsemua  lkerugian  lyang  lditimbulkan  latas  lkelalaian  lyang  ldilakukkan  loleh  

lsumber  ldaya  lmanusia  lkesehatan  lrumah  lsakit”13. 

Ketentuan  lPasal  l193  lini  lmenjadi  ldasar  lyuridis  lbagi  lseseorang  luntuk  lmeminta  

ltanggung  ljawab  lpihak  lrumah  lsakit  ljika  lterjadi  lkelalaian  ltenaga  lkesehatan  lyang  

lmenimbulkan  lkerugian.  lAda  lbeberapa  ltanggung  ljawab  lrumah  lsakit,  lyaitu: 

1. Rumah  lsakit  lbertanggung  ljawab  lterhadap  lkerugian,  lsebatas  lakibat  ldari  

lkelalaian  ltenaga  lkesehatan  ldi  lrumah  lsakit 

2. Rumah  lsakit  ltidak  lbertanggung  ljawab  lsemua  lkerugian  lseseorang,  ljika  

lternyata  lterbukti  ltidak  lada  ltindakan  lkelalaian  ldari  ltenaga  lkesehatan  ldi  

lrumah  lsakit 

3. Rumah  lsakit  ltidak  lbertanggung  ljawab  lterhadap  ltindakan  lkesengajaan  

ltenaga  lkesehatan  lyang  lmenimbulkan  lkerugian  lseseorang  lbukan  lmenjadi  

ltanggung  ljawab  lrumah  lsakit;  ldan 

4. Rumah  lsakit  lbertanggung  ljawab  lterhadap  ltindakan  lkelalain  ltenaga  

lkesehatan,  ljika  lkelalaian  ltersebut  ldilakukan  ldan  lterjadi  ldi  lrumah  lsakit. 

Rumah  lsakit  lsebagai  lbadan  lhukum  l(korporasi)  ldapat  ldituntut  ldan  

ldipertanggungjawabkan  latas  ltindakan-tindakan  lkealpaan  ltenaga  lkesehatan  ldi  lrumah  

lsakit,  lberdasarkan  lajaran-ajaran  latau  ldoktrin  lpembenaran  lkorporasi  ldibebani  

lpertanggungjawaban.  lDoctrine  lof  lvicarious  lliability  lajaran  lini  ldiambil  ldari  lhukum  

lperdata  ldalam  lkonteks  lpertanggungjawaban  lmelawan  lhukum  lyang  lditerapkan  lpada  

lhukum  lpidana.  lAjaran  lini  ldisebut  lpula  lsebagai  lajaran  lpertanggungjawaban  lpengganti.  

lSeorang  lmajikan  lbertanggungjawab  latas  lkesalahan-kesalahan  lyang  ldilakukan  loleh  

lbawahannya  lsepanjang  lhal  litu  lterjadi  ldalam  lrangka  lpekerjaannya.  lHal  lini  lmemberikan  

lkemungkinan  lkepada  lpihak  lyang  ldirugikan  lkarena  lperbuatan-perbuatan  lmelawan  lhukum  

ldari  lmereka  litu  lmenggugat  lmajikannya  lagar  lmembayar  lganti  lrugi.  ldengan  lajaran  

lini,  lmaka  lkorporasi  ldimungkinkan  lbertanggungjawab  latas  lperbuatan  lyang  ldilakukan  

loleh  lpara  lpegawainya,  lkuasanya  latau  lmandatarisnya,  latau  lsiapapun  lyang  lbertanggung  

ljawab  lkepada  lkorporasi  ltersebut.  lPenerapan  ldoktrin  lini  ldilakukan  lsetelah  ldapat  

ldibuktikan  lterdapat  lsubordinasi  lantara  lmajikan  ldan  lorang  lyang  lmelakukan  ltindak  

lpidana  ltersebut,  ldan  lperbuatan  lyang  ldilakukan  ldalam  llingkup  ltugas  lpegawai  lyang  

lbersangkutan. 

1. Doctrin  lof  ldelegation  latau  lpendelegasian  lwewenang  loleh  lmajikan  lkepada  

lbawahannya  lmerupakan  lalasan  lpembenar  lbagi  ldapat  ldi  lbebankannya  

 
12

  lWahyudi,  lS.  l(2011).  lTanggung  lJawab  lRumah  lSakit  lTerhadap  lKerugian  lAkibat  lKelalaian  lTenaga  

lKesehatan  lDan  lImplikasinya.  lJurnal  ldinamika  lhukum,  l11(3),  l505-521. 
13

  lPasal  l193  lUndang-Undang  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l17  lTahun  l2023  lTentang  lKesehatan.  l 
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lpertanggungjawabkan  lpidana  lkepada  lmajikannya  latas  lperbuatan  lpidana  lyang  

ldilakukan  loleh  lbawahannya  lyang  lmemperoleh  lpendelegasian  lwewenang  litu.  l 

Tenaga  lKesehatan  ldalam  lmenjalankan  ltugasnya  lsecara  lyuridis  lmendapatakan  

lperlindungan  lhukum  lsecara  lpasti.  lKetentuan  lini  ldiatur  ldalam  lhak  lTenaga  lKesehatan  

lpada  lpasal  l721  layat  l(1)  lPeraturan  lPemerintah  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l28  lTahun  

l2024  lTentang  lKesehatan  ldimana  ldisebutkan  l“Tenaga  lKesehatan  lberhak,  lmendapatkan  

lpelindungan  lhukum  lsepanjang  lmelaksanakan  ltugas  lsesuai  ldengan  lstandar  lprofesi,  

lstandar  lpelayanan  lprofesi,  lstandar  lprosedur  loperasional  ldan  letika  lprofesi,  lserta  

lkebutuhan  lkesehatan  lpasien”14.  lKetentuan  lpasal  l721  lmerupakan  lkepastian  lyang  

lmerupakan  lbentuk  lperlindungan  lkepada  lTenaga  lKesehatan  ldalam  lmenjalankan  

ltugasnya  lselama  lmemenuhi  lstandar. 

Perlindungan  lhukum  lyang  ldimaksud  lpada  lpasal  l721  ljuga  ldiperjelas  lpada  

lpasal  l722  ldimana  ldisebutkan  lpelindungan  lhukum  lditujukan  luntuk  lmemeberikan  

lkepastian  lhukum,  lmenjamin  lbekerja  ltanpa  lpaksaan  ldan  lancaman  ldan  lmenjamin  

lbekerja  lsesuai  ldengan  lkewenangan  ldan  lkompetensi  lkeprofesiannya. 

Pada  lpasal  l723  lmengenai  lpelindungan  lhukum  ldari  lpimpinan  lRumah  lsakit  

lsebagi  lfasilitas  lkesehatan  ladalam  lupaya  lpencegahan  lpreventif  lmelakukan  lpelanggaran  

ldana  ladanya  lpelindungan  lhukum  lbagi  lTenaga  lKesehatan  lyang  lmenghadapi  

lpermasalahan  lhukum.  lUpaya  lbentuk  lpencegahan  lpelanggaran  ldapat  lberupa  lmembuat  

lstandar  ltindakan  lyang  lmengacu  lpada: 

1. standar  lprofesi,  lstandar  lpelayanan,  lstandar  lprosedur  loperasional,  lnorma,  

lstandar,  lprosedur,  ldan  lkriteria  lterkait  lpraktik  lkeprofesian  lTenaga  lKesehatan 

2. Memastikkan  lTenaga  lKesehatan  lmemiliki  lSTR  ldan  lSIP 

3. Memastikkan  lTenaga  lKesehatan  lmelakukan  lpraktik  lkeprofesian  lsesuai  ldengan  

lkewenangan  lklinis 

4. Adanya  lpersetujuan  ldari  lpasien  ldan/atau  lkeluarga  lpasien  luntuk  ltindakan  

lTenaga  lKesehatan,  lkecuali  lkegawatdaruratan 

5. Memfasilitasi  lTenaga  lKesehatan  lmemiliki  lmanfaat  lpelindungan  ltanggung  lgugat  

lprofesi 

Sebagi  bentuk perwujudan adanya pelindungan hukum Tenaga Kesehatan juga 

disebutkan pada pasal 723 ayat (3) diwujudkan melalui penyelesaian perselisihan, penegakkan 

etika profesi, penegakkan disiplin keilmuan dan penegakkan hukum. 

Pada pasal 723 ayat (4) Rumah sakit sebagai instansi Tenaga Kesehatan bekerja wajib 

melindungi dan memberikan batuan hukum kepada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas 

dalam bentuk konsultasi hukum dan/atau pemeberian pendampingan dalam penyelesaian sengketa 

Pasal 851 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kesehatan juga mengatur 

kewajiban Rumah Sakit dalam melindungi Tenaga Kesehatan dimana wajib,memberika 

konsultasi hukum, memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, memberikan advokasi 

hukum, memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik, mengalokasikan 

anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi,memberikan upaya pelindungan dan 

bantuan hukum lainnya. 

 
14

  lPasal  l721  layat  l(1)  lPeraturan  lPemerintah  lRepublik  lIndonesia  lNomor  l28  lTahun  l2024  lTentang  

lKesehatan. 
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F. Kesimpulan 
Tenaga Kesehatan homo medicus. Artinya Tenaga Kesehatan tidak boleh 

mendahulukan pertimbangan finansial dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

melayani pasien. Artinya, Tenaga Kesehatan wajib mengedepankan pertimbangan kemanusiaan 

demi memulihkan kesehatan pasien yang sakit agar sembuh kembali sehingga dapat 

menjalankan aktifitas normalnya. Hal ini sesuai dengan asas-asas tenaga Kesehatan. Adanya 

ketentuan penghapus pidana didalam KUHP keadaan darurat atau noodoestang pada pasal 48, 

adanya menjalankan undang-undang pasal 50, perintah jabatan pada pasal 51 dan penghapusan 

diluar KUHP yaitu izin yang berbentuk informed consent. Penggapus pidana pada Tenaga 

Kesehatan  juga dapat diterapkan bila mana adanya suatu resiko medik yaitu adanya reaksi tubuh 

atau komplikasi yang melekat pada tubuh pasien sehingga hal tersebut merupakan kemampuan 

diluar dari Tenaga Kesehatan.Kecelakaan medik dapat mendjadi penghapus pidana bilamana 

kecelakaan tersebut dapat dibuktikan merupakan adanya akibat yang bukan berasal dari dalam 

diri Tenaga Kesehatan sehingga kecelakaan tersebut merupakan dating dari luar diri pelaku hal 

tersebut juga terdapat pada kekeliruan penilaian klinis dan volentie nonvit iniura Seadangkaan 

penghapus pidana pada kealpaan medik yang dilakukkan oleh tenaga kesehatan yaitu berupa 

adanya kontribusi kealpaan atau contributor negligence dimana menurut doktrin tersebut bahwa 

kealpaan yang dapat dituntut merupkan kealpaan murni sehingga dapat dibuktikkan. Adanya 

kepastian hukum perbuatan kealpaan yang dilakukkan Tenaga Kesehatan di Ruumah Sakit 

terdapat pada pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dimana 

rumha sakit bertanggungjawab atas perbuatan kealpaan yang dilakukkan Tenaga Kesehatan 

salah satunya. Adanya perlindungan hukum Tenaga Kesehatan di Rumh sakit juga diatur pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan pada pasal 

721 samapai dengan pasal 723 dan pasal 851. 
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